
WALIKOTA AMBON,
a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata
Cara   Pengalokasian,   Penyaluran,   Penggunaan,
Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, maka terjadi

perubahan penyaluran Dana Desa dari 3 tahap menjadi 2

tahap;
b.bahwa   berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Di Kota Ambon Tahun

Anggaran 2016;

1.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-i Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor  111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1645);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);
3.Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang

Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak
Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 809);
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5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia;. Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 4
Indonesia Nomor 3137);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 i 5 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

Dan Transmigrasi  Nomor   21   Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang   Tata   Cara   Pengalokasian,  Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi  Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

478);
lO.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2015

tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KOTA AMBON TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di

Kota Ambon Tahun Anggaran 016 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun
2016 Nomor 2) , diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf a angka "40%" dihapus dan diganti
dengan angka "60%", huruf c dihapus dan ayat (6) dihapus, sehingga
lengkapnya Pasal 8 ayat (3) huruf a berbunyi:

Pasal 8

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
a. Tahap I pada bulan April  sebesar  60% (enam puluh

perseratus);

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) kata "Tahap II" dihapus, ayat (2) huruf b
dihapus dan huruf c menjadi huruf b dengan menghapus kata
"keempat" menjadi kata "kedua", sehingga lengkapnya Pasal 12 ayat

(1) dan ayat (2) berbunyi:

Pasal 12

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap 1,
dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada
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(2) Penyampaian  laporan  realisasi   penggunaan  Dana  Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a.Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun

anggaran berjalan;
b.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling

lambat minggu kedua bulan Februari  tahun anggaran

berikutnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Ambon.


